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Abstrak  
Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mengalami 
fluktuasi jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan tuturah sehingga 
mendorong penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana nasabah Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar 
Bukittinggi dalam mengambil keputusan pembiayaan. Selain itu, kami juga ingin 
mengetahui kendala yang dihadapi nasabah dan bagaimana cara 
penyelesaiannya. Data penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, karena 
merupakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif 
digunakan dalam penelitian ini. Konsumen jasa keuangan yang ditawarkan oleh 
Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan 
data primer penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan keputusan 
nasabah dalam memilih produk pembiayaan pada koperasi syariah memiliki 
beberapa unsur, baik yang bersifat finansial maupun yang terkait dengan 
prinsip syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain prinsip yang sejalan, saran, 
dan pengalaman; Jenis-jenis kontrak dan pengaturan pembiayaan; adanya 
margin yang sempit; dan syarat dan ketentuan yang harus sesuai dengan fatwa 
dan persyaratan DSN-MUI. Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad 
Mochtar Bukittinggi terus menghadapi hambatan dari sisi nasabah dalam 
analisis keuangan. Karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip 
syariah, klien mengalami kesulitan. Sebuah program pendidikan yang 
menguraikan konsep dan fungsi syariah dapat disediakan oleh Koperasi Syariah 
Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai solusinya. Koperasi 
Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar, Bukittinggi, telah melihat 
fluktuasi jumlah klien barang pembiayaan murabahah dan tuturah, yang 
menjadi alasan penelitian ini. Mencari tahu bagaimana nasabah di Koperasi 
Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi membuat 
keputusan tentang produk pembiayaan adalah tujuan utama dari penelitian ini. 
Kami juga ingin mengetahui masalah apa yang dihadapi nasabah dan 
bagaimana kami dapat menyelesaikannya. Data untuk penelitian ini berasal 
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langsung dari sumbernya, karena merupakan studi lapangan. Pendekatan 
penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Konsumen 
layanan keuangan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Karyawan di Rumah 
Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan kumpulan data primer untuk 
penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengambilan 
keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan di koperasi syariah 
menggabungkan berbagai elemen, baik finansial maupun yang terkait dengan 
prinsip syariah, menurut penelitian penulis. Faktor-faktor tersebut meliputi 
prinsip, saran, dan pengalaman yang selaras; jenis kontrak dan pengaturan 
pembiayaan; adanya margin yang sempit; dan syarat dan ketentuan yang harus 
sesuai dengan fatwa dan persyaratan DSN-MUI. Koperasi Syariah Karyawan 
Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terus menghadapi hambatan dari 
sisi nasabah dalam analisis keuangan. Karena kurangnya pengetahuan tentang 
prinsip syariah, klien mengalami kesulitan. Program edukasi mengenai konsep 
dan fungsi syariah dapat diselenggarakan oleh Koperasi Syariah Karyawan 
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai solusinya. 
Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, Keputusan Nasabah, Koperasi Syariah, 
Pegawai RSUD Dr. Achmad Moctar Bukittinggi 

 

Abstract 
The Sharia Cooperative of Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital, Bukittinggi, 
has seen a fluctuation in the number of clients of murabahah and jasat finance 
goods, which is what drove this research. Finding out how customers at the Sharia 
Cooperative of Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital in Bukittinggi makes 
decisions about financing products as the main goal of this study. We also want to 
know what problems customers face and how we can solve them. The data for 
this study came straight from the source, as it is a field study. A qualitative 
descriptive research approach is used in this study. Consumers of financial services 
offered by the Sharia Cooperative of Staff at Bukittinggi's Dr. Achmad Mochtar 
Hospital is the primary data set for this research. Observation, interviews, and 
documentation are the methods used to gather data in this study. Customer 
decision-making in choosing financing products at the sharia cooperative 
incorporates different elements, both financial and connected to sharia principles, 
according to the author's research. These factors include aligned principles, 
suggestions, and experiences; kinds of contracts and financing arrangements; the 
presence of narrow margins; and terms and conditions that must be in conformity 
with the fatwa and requirements of the DSN-MUI. Sharia Cooperative of 
Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital Bukittinggi continues to face 
customer-side barriers in the finance analysis. Due to a lack of knowledge of sharia 
principles, the client has difficulties. An educational program outlining the 
concepts and functioning of sharia could be provided by the Sharia Cooperative of 
Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital Bukittinggi as a solution. The Sharia 
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Cooperative of Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital, Bukittinggi, has seen 
a fluctuation in the number of clients of murabahah and jasat finance goods, which 
is what drove this research. Finding out how customers at the Sharia Cooperative 
of Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital in Bukittinggi makes decisions 
about financing products as the main goal of this study. We also want to know 
what problems customers face and how we can solve them. The data for this study 
came straight from the source, as it is a field study. A qualitative descriptive 
research approach is used in this study. Consumers of financial services offered by 
the Sharia Cooperative of Staff at Bukittinggi's Dr. Achmad Mochtar Hospital is the 
primary data set for this research. Observation, interviews, and documentation 
are the methods used to gather data in this study. Customer decision-making in 
choosing financing products at the sharia cooperative incorporates different 
elements, both financial and connected to sharia principles, according to the 
author's research. These factors include aligned principles, suggestions, and 
experiences; kinds of contracts and financing arrangements; the presence of 
narrow margins; and terms and conditions that must be in conformity with the 
fatwa and requirements of the DSN-MUI. Sharia Cooperative of Employees of Dr. 
Achmad Mochtar Hospital Bukittinggi continues to face customer-side barriers in 
the finance analysis. Due to a lack of knowledge of sharia principles, the client has 
difficulties. An educational program outlining the concepts and functioning of 
sharia could be provided by the Sharia Cooperative of Employees of Dr. Achmad 
Mochtar Hospital Bukittinggi as a solution. 
Keywords: decision making, customer decisions, Sharia Cooperative of 
Employees of Dr. Achmad Mochtar Hospital Bukittinggi. 
 
Pendahuluan 

Lembaga keuangan ada di setiap negara dan bertanggung jawab untuk 

mengawasi operasi keuangan negara tersebut. Secara sederhana, lembaga 

keuangan adalah jenis bisnis yang menerima simpanan dari masyarakat dan 

menggunakan simpanan tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan atau 

proyek pembangunan ekonomi. Sebagai imbalannya, lembaga tersebut 

mengumpulkan bunga, yang persentase pastinya dihitung dari jumlah total 

dana yang didistribusikan. Kemudian, menurut aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, setiap bisnis yang bergerak dalam penyediaan layanan keuangan 

kepada masyarakat umum dianggap sebagai lembaga keuangan (Asfira : 2021). 

Lembaga keuangan memfasilitasi transfer modal dari investor ke bisnis 

yang membutuhkan dengan bertindak sebagai perantara di pasar utang dan 

pemilik modal. Ketika bank dan lembaga keuangan lainnya hadir, uang lebih 

mudah mengalir ke dalam perekonomian. Investor menaruh uang mereka di 

rekening tabungan, dan risiko kerugian masuk ke bank dan organisasi keuangan 

lainnya. Untuk menghasilkan uang, inilah yang sebagian besar dilakukan oleh 
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lembaga penyimpanan dana. Lembaga keuangan dapat berafiliasi dengan bank 

atau tidak berafiliasi dengan bank. Lembaga keuangan Islam (LKS) dalam 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum syariah harus menjauhi 

praktik riba, gharar, maisir, dan akad batal. Tujuan utama berdirinya lembaga 

keuangan Islam adalah membebaskan umat Islam dari segala bentuk perbuatan 

yang dilarang oleh hukum Islam dan menjalankan perintah-perintah Allah dalam 

bidang ekonomi dan muamalah (Abdullah : 2012).  

Saat ini, bank syariah dan lembaga keuangan nonbank lainnya di Indonesia 

sedang berkembang pesat. LKS nonbank meliputi lembaga zakat, obligasi 

syariah, reksa dana syariah, rahn (pegadaian syariah), takaful (asuransi syariah), 

dan koperasi syariah. Koperasi syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) merupakan salah satu jenis LKS nonbank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah. Pada tanggal 4 Juli 1984, Koperasi Jasa Keahlian Teknosa mulai 

beroperasi dan menjadi koperasi syariah pertama yang berbentuk 

kelembagaan. Koperasi syariah pertama di Indonesia adalah Koperasi Jasa 

Keahlian Teknosa. Namun demikian, koperasi syariah pada saat itu belum dapat 

dibentuk menurut hukum Indonesia. Koperasi sebagai badan hukum yang 

beranggotakan badan hukum dan perorangan sebelumnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor 91 

Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha (KJKS) pada 

tahun 2004 yang memformalkan operasional koperasi syariah. Petunjuk Teknis 

Program Pembiayaan Produktif Berpola Syariah bagi Koperasi dan Usaha Mikro 

(P3KUM) yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah diterbitkan pada tahun 2007 oleh Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Nomor 6 Tahun 2007). 

Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012 tersebut batal demi hukum karena 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; oleh karena itu, Mahkamah 

Konstitusi membatalkan peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Koperasi juga telah disahkan pada tahun 2012 (Rengganing Jatun 

: 2021).  

Dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian, Mahkamah memastikan tidak ada lagi kekosongan 

hukum. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, payung hukum bagi Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) semakin 

kokoh. Koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan syariah secara hukum 

dapat bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil. Payung hukum Koperasi 
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Syariah saat ini diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan 

menteri terkait, seperti: Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang dikutip: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 323/BH/KWK-12/V/1999, 

tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang 

Pedoman Standar Manajemen Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

dan Unit Jasa Keuangan Koperasi Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKMI/I/2007 

tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif bagi Koperasi dan 

UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Peraturan pemerintah 

mengatur ketentuan yang berkaitan dengan koperasi syariah.  

Karena adanya perlindungan hukum ini, KJKS dan UJKS dapat 

menjalankan perusahaannya secara lebih efisien sesuai dengan hukum syariah. 

Baik BMT maupun bentuk koperasi syariah lainnya semakin berkembang di 

Indonesia. Informasi yang diperoleh dari Kementerian Usaha Kecil dan 

Menengah Di antara 150.223 unit usaha koperasi Seperti yang dilaporkan 

Braman Setyo pada tahun 2016, 1,5% merupakan KSPPS atau Koperasi Simpan 

Pinjam Syariah. Jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan jumlah anggota 1,4 

juta orang. Total kapitalisasi perusahaan tersebut sebesar Rp5,2 triliun, dengan 

dana masuk sebesar Rp968 miliar dan dana keluar sebesar Rp3,9 triliun. Di Jalan 

Veteran, Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota 

Bukittinggi, terdapat koperasi syariah yang bernama Koperasi Syariah 

Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar.  

Peneliti tertarik dengan persepsi masyarakat terhadap koperasi syariah, 

dan Koperasi Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar yang telah beroperasi sejak 

tahun 1978 merupakan salah satu contohnya. Sebagian besar masyarakat masih 

belum mengetahui apa itu koperasi syariah dan bagaimana cara kerjanya. 

Masyarakat mungkin masih belum mengetahui tentang koperasi syariah, 

lokasinya, dan cara kerjanya, yang mungkin menjelaskan mengapa koperasi 

konvensional lebih dipercaya sebagai tempat simpan pinjam. Penulis dapat 

menentukan jumlah nasabah yang membiayai produknya dengan 

menggunakan data awal yang dikumpulkan dari Unit Koperasi Syariah RSUD Dr. 

Achmad Muchtar Bukittinggi. 
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Sumber: Dokumen Unit Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Muchtar 

Bukittinggi, 2023 

Data jumlah dua jenis produk, yaitu Murabahah dan Ijarah, yang tersedia di 

Unit Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan informasi yang 

diberikan, instrumen keuangan yang melibatkan akad jual beli dikenal dengan 

istilah Murabahah. Koperasi akan membeli barang-barang yang dibutuhkan 

anggotanya dan menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan 

keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat bahwa jumlah pembeli 

barang murabahah pada saat Unit Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Muchtar 

Bukittinggi mulai menerima barang-barang murabahah pada tahun 2018 hanya 

sebanyak 18 orang. Namun, pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan, sehingga jumlah nasabah menjadi 42 orang. Jumlah nasabah barang 

murabahah menurun menjadi 35 orang pada tahun 2020. Namun, pada tahun 

2021 jumlah nasabah barang murabahah mencapai 43 orang, sehingga terjadi 

peningkatan lagi. Selain itu, 42 klien terus menggunakan produk murabahah 

pada tahun 2022. Meskipun demikian, 45 klien ditambahkan pada tahun 2023. 

Sementara itu, opsi pendanaan yang sesuai dengan Syariah untuk usaha 

komersial adalah Ijarah. Koperasi meminjamkan uang kepada anggotanya 

berdasarkan perjanjian ini sehingga mereka dapat menjalankan bisnis mereka. 

Sudah pasti bahwa 10 orang adalah pelanggan pembiayaan Ijarah awal tahun 

2018. Dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, produk ijarah 

mencapai 39 orang. Terjadi penurunan tajam menjadi 16 pembeli produk ijarah 

pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah klien terus menurun, sehingga 

totalnya turun menjadi 5 orang. Jumlah item ijarah terus menurun pada tahun 

2022–2023, mencapai 1 pelanggan. Jika menilik data tersebut, terlihat bahwa 

produk Murabahah mengalami lonjakan permintaan dari tahun 2018 ke tahun 

2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, hingga 

akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2023. Selain itu, 
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penjualan produk Ijarah meroket dari tahun 2018 ke tahun 2019, anjlok pada 

tahun 2020, dan tetap rendah pada tahun-tahun berikutnya. 

Informasi ini memberikan sinopsis kinerja kedua produk tersebut 

sepanjang jangka waktu yang ditentukan; penelitian tambahan dapat dilakukan 

untuk melihat faktor-faktor apa yang memengaruhi tren naik atau turun, dan 

apakah isu-isu ini juga memengaruhi koperasi simpan pinjam berdasarkan 

hukum syariah. Isu-isu ini, yang mungkin ada hubungannya dengan seberapa 

baik kinerja koperasi simpan pinjam syariah yang relevan, menjadi fokus 

penelitian ini. Agar upaya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman 

masyarakat terhadap hukum Syariah di sektor Koperasi Syariah dapat berjalan 

dengan baik, diperlukan data yang lengkap mengenai demografi dan kebiasaan 

pelanggan dan calon pelanggan Karyawan Rumah Sakit Dr. Achmad Muchtar 

Bukittinggi. 

 
Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan bersifat deskriptif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang 

perkataan dan tindakan orang yang diteliti dikenal sebagai penelitian kualitatif. 

Akan tetapi, teknik deskriptif merupakan cara untuk memecahkan masalah 

dengan mendokumentasikan kondisi terkini objek penelitian (seseorang, 

lembaga masyarakat, dsb.) sesuai dengan fakta yang tersedia atau 

sebagaimana adanya saat ini. 

Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Jl. Veteran, Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota 

Bukittinggi, Sumatera Barat merupakan lokasi Koperasi Syariah Karyawan 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tempat penelitian ini dilakukan. 

Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak menjadi masalah, 

tergantung pada keakuratan informan. Dalam penelitian ini, sumber informasi 

adalah informan yang dianggap kompeten dan memiliki hubungan dengan 

penelitian. Untuk memberikan gambaran terperinci tentang fitur unit observasi 

yang menjadi bagian dari penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

purposive sampling. Ketika memutuskan strategi pengambilan sampel untuk 

proyek ini, beberapa faktor harus diperhitungkan, termasuk anggaran, jadwal, 

ketersediaan, dan tingkat generalisasi yang diinginkan. Purposive sampling, 

metode untuk memilih sumber data yang memperhitungkan faktor-faktor 

tertentu, digunakan dalam penyelidikan ini. Peneliti menggunakan purposive 



 

2337 
 

sampling ketika mereka memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian daripada 

potensi generalisasinya. 

Teknik Pengumpulan Data  

Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan tiga metode utama 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi merupakan pengamatan 

langsung yang sistematis terhadap kondisi mental dan fisik. Peneliti 

mendokumentasikan tindakan masyarakat Bukittinggi serta demografi, status 

sosial ekonomi, kepercayaan agama, dan praktiknya, termasuk Koperasi Syariah 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Pendapat, perspektif, dan wawasan 

masyarakat diperoleh melalui wawancara mendalam. Koperasi Syariah dan 

anggota masyarakat Bukittinggi diwawancarai menggunakan metode semi-

terstruktur dan terstruktur. Untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan 

melalui observasi dan wawancara, dokumentasi memerlukan pencarian data 

dalam bentuk foto, catatan, atau materi terkait lainnya. Sebagai bagian dari 

strategi dokumentasi ini, gambar-gambar yang menguatkan penelitian 

dikumpulkan. 

 
Hasil Dan Pembahasan 

Pengambilan keputusan Nasabah Memilih Produk-Produk Pembiayaan  di 

Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 

Ketika staf di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi membuat 

keputusan tentang item pembiayaan mana yang akan digunakan di koperasi 

Islam, mereka mempertimbangkan sejumlah faktor : 

Suku Bunga  

Suku bunga tidak digunakan dalam kegiatan Koperasi Syariah Pegawai 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Sedangkan pada koperasi 

konvensional, nasabah diharuskan membayar bunga sebagai beban pinjaman. 

Sebaliknya, hal ini justru dihindari oleh Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. 

Achmad Mochtar Bukittinggi karena bertentangan dengan prinsip syariah yang 

mengharamkan bunga. Dalam hal ini, Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. 

Achmad Mochtar Bukittinggi menggunakan skema bagi hasil sebagai pengganti 

bunga. Dalam hal ini, koperasi dan konsumen telah sepakat mengenai 

pembagian hasil pembiayaan nasabah. Biaya administrasi pinjaman dapat 

dikenakan oleh Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar 

Bukittinggi, meskipun tidak dikenakan bunga. Namun, nasabah tetap 

mendapatkan keuntungan karena biaya ini biasanya lebih rendah dibandingkan 

bunga yang dibebankan oleh bank konvensional. 
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Margin Yang Rendah 

Sesuai dengan hukum syariah yang melarang adanya bunga, Koperasi 

Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menjalankan kegiatan 

usahanya. Dengan demikian, margin yang dapat ditetapkan sebagai persentase 

dari keseluruhan harga pembiayaan atau harga jual ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara koperasi dengan konsumennya. Agar semua pihak yang 

terlibat merasa diuntungkan, margin ini harus adil dan terbuka. Anggota 

Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi diuntungkan 

dengan sistem margin ini karena terhindar dari praktik riba yang dilarang dalam 

Islam dan besaran margin yang dibebankan sudah dikomunikasikan dengan 

jelas. Dengan demikian, tidak ada biaya tersembunyi. 

Syarat Dan Ketentuannya  

Kepatuhan terhadap fatwa dan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI 

merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad 

Mochtar Bukittinggi. Kepatuhan juga harus memastikan tidak ada unsur riba, 

gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam setiap transaksi. Seluruh 

produk dan layanan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad 

Mochtar Bukittinggi harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah, dan pegawai 

diperbolehkan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, termasuk simpan 

pinjam, pembiayaan, dan investasi, sepanjang tidak melanggar hukum dan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Reputasi Koperasi  

Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dikenal 

dengan reputasinya, yang merupakan kesan masyarakat dan anggota 

terhadapnya. Karena reputasi mempengaruhi kepercayaan anggota dan 

keberlangsungan operasional koperasi, reputasi menjadi hal yang sangat 

penting bagi Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar 

Bukittinggi. Keberhasilan Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad 

Mochtar Bukittinggi dalam menjunjung tinggi amanah dan kejujuran turut 

menentukan reputasi Koperasi Syariah. Ketika masyarakat sudah percaya 

kepada suatu koperasi, maka mereka akan lebih cenderung untuk setia kepada 

koperasi tersebut. Reputasi juga dipengaruhi oleh mutu pelayanan koperasi 

syariah, yang meliputi kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa. 

Kredibilitas koperasi akan meningkat jika koperasi tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan anggotanya. Selain itu, koperasi syariah juga berkewajiban untuk 

menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam segala hal yang dilakukannya. 

Anggota akan lebih menghargai koperasi yang senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip syariah. 
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Rekomendasi Dan Pengalaman Pihak Lain 

Rekomendasi dari mereka yang pernah bertransaksi dengan koperasi 

syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebelumnya cenderung lebih 

berbobot bagi nasabah. Nasabah mungkin lebih percaya pada pembiayaan 

barang jika mereka mendengar hal-hal baik tentang barang tersebut dari orang 

yang mereka sayangi. Di sisi lain, mendengar pengalaman negatif orang lain 

dapat membuat pembeli waspada dan mencari alternatif. 

Nilai-Nilai Yang Sejalan 

Koperasi yang tujuan dan cita-citanya sejalan dengan prinsip pribadi 

nasabah lebih mungkin dipilih oleh nasabah, selain pertimbangan praktis. 

Nasabah dengan nilai-nilai yang sama akan tertarik pada koperasi yang 

menekankan keadilan sosial, pembangunan ekonomi rakyat, dan prinsip-prinsip 

koperasi. Nasabah yang sangat peduli tentang bagaimana tindakan keuangan 

mereka memengaruhi masyarakat dapat membiarkan pertimbangan moral dan 

etika ini memengaruhi pengambilan keputusan mereka. 

Fleksibilitas Pembayaran  

Nasabah juga mempertimbangkan opsi pembayaran dengan mencicil atau 

dengan jadwal yang lebih fleksibel. Nasabah akan semakin tertarik pada 

koperasi Syariah yang melayani situasi keuangan individual mereka dengan 

menawarkan alternatif tenor yang fleksibel. Nasabah juga menghargai 

kebijakan yang mudah dipahami dan digunakan jika terjadi keterlambatan 

pembayaran atau pelunasan lebih awal. 

Jenis Akad Dan struktur Pembayaran 

Anggota koperasi syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi memiliki 

akses ke berbagai bentuk kontrak, termasuk ijarah dan murabahah, untuk 

tujuan pembiayaan produk. Ada aspek unik pada setiap kontrak. Dalam 

perjanjian murabahah, misalnya, koperasi akan membeli barang-barang yang 

dibutuhkan klien dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga 

ditambah margin keuntungan. Koperasi menawarkan komoditas atau layanan 

kepada mereka yang membutuhkan melalui kontrak sewa dalam kontrak ijarah. 

Calon pembeli akan mempertimbangkan persyaratan dan anggaran mereka 

untuk menentukan jenis kontrak mana yang ideal bagi mereka. 

Kendala dan Solusi Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk-Produk 

Pembiayaan di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Acmad Mochtar Bukittinggi 

Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan rekan-rekannya di RSUD Koperasi 

Syariah menghadapi keterbatasan yang diberlakukan oleh nasabah saat 

membuat keputusan. Sejumlah kendala pengambilan keputusan berdampak 
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pada pengalaman dan hasil transaksi dalam batasan koperasi Syariah. Di antara 

tantangan tersebut adalah: 

Kurangnya Pemahaman Tentang Prinsip Syariah  

Mungkin saja banyak konsumen yang belum mengetahui prinsip-prinsip 

syariah yang mengatur koperasi syariah. Oleh karena itu, mereka mungkin 

kesulitan menentukan layanan atau barang mana yang terbaik bagi mereka. 

Staf Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat 

memperoleh manfaat dari program pendidikan dan pelatihan yang dirancang 

untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini. Harus ada kurikulum yang 

menguraikan prinsip-prinsip syariah dan cara kerjanya. Nasabah mungkin 

mengalami peningkatan rasa percaya diri saat membuat penilaian karena hal ini. 

Keterbatasan Informasi 

Sering kali informasi yang tersedia dan jelas mengenai barang dan jasa yang 

diberikan kepada pelanggan kurang tersedia. Akibatnya, mereka cenderung 

tidak membuat pilihan yang bijak. Untuk mengatasi hal ini, Koperasi Syariah 

Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat membuat produk dan 

jasa mereka lebih mudah diakses dengan bersikap lebih transparan dan 

menyediakan materi yang mudah dipahami. Seminar, situs web, dan brosur 

merupakan pilihan yang tepat untuk hal ini. 

Proses Negoisasi Yang Rumit  

Koperasi Islam terkadang memiliki proses negosiasi keuangan dan layanan 

yang berbelit-belit. Nasabah tidak tahu apa yang diharapkan atau tidak memiliki 

kemampuan bernegosiasi yang diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan 

yang baik. Agar nasabah merasa lebih nyaman dan kompeten saat bekerja 

dengan manajemen koperasi, mereka perlu diberi pelatihan tentang teknik 

tawar-menawar. 

Ketidakpastian Dalam Pembagian Risiko  

Jika konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang potensi 

kerugian dan keuntungan dari pembagian keuntungan, mereka mungkin akan 

waspada terhadap sistem pembagian keuntungan koperasi Islam. Untuk 

membantu klien mereka dalam melakukan pembelian produk secara bijaksana, 

koperasi Islam harus menerapkan sistem pendukung keputusan yang 

menggabungkan metodologi analisis seperti teori utilitas multiatribut (MAUT). 

Di antara beberapa tantangan yang dihadapi oleh staf koperasi syariah 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dalam mengiklankan barang 

dagangannya adalah: 
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Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Koperasi syariah dan produk-produknya masih misterius bagi banyak 

orang. Akibatnya, motivasi mereka untuk berpartisipasi atau menggunakan 

produk-produk yang disediakan mungkin berkurang. Salah satu alasan 

utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. 

Mendidik dan mendidik masyarakat tentang produk-produk dan prinsip-prinsip 

koperasi syariah dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Keunggulan produk-

produk koperasi syariah dapat dikomunikasikan dengan lebih baik melalui 

inisiatif-inisiatif edukasi seperti seminar dan lokakarya atau kampanye 

kesadaran publik. 

Persaingan Dengan Koperasi Konvensional  

Koperasi syariah menghadapi persaingan dari koperasi tradisional yang 

lebih terkenal dan beragam. Sebagian konsumen mungkin memilih koperasi 

konvensional karena kemudahan dalam mengajukan pinjaman berbunga. 

Koperasi syariah menghadapi tantangan ini dan harus menemukan cara untuk 

meningkatkan pemasaran dan pencitraan merek mereka untuk mengatasinya. 

Produk dapat diiklankan dan dijual dengan lebih baik dengan menggunakan 

saluran media digital dan sosial yang menjangkau khalayak yang lebih luas. 

Keterbatasan Akses Teknologi  

Akses terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih terjadi 

di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, koperasi Islam 

menghadapi kendala saat mencoba mengiklankan barang dagangan mereka 

secara daring. Bekerja sama dengan bank, pemerintah, atau LSM lain untuk 

meningkatkan kapasitas jaringan dan akses ke pasar baru merupakan salah satu 

pilihan yang dapat dilakukan. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu 

koperasi Islam mengiklankan barang dagangan mereka dan menarik lebih 

banyak pelanggan. 

Regulasi Yang Rumit  

Koperasi Islam mungkin menghadapi tantangan ketika mencoba 

menghasilkan produk dan layanan baru karena prosedur perizinan dan 

peraturan yang ketat. Inovasi terhambat karena banyak koperasi gagal 

memahami dan mematuhi peraturan saat ini. Kita dapat mengatasi hambatan 

ini dengan menciptakan lebih banyak produk baru yang memenuhi permintaan 

masyarakat. Agar dapat melayani anggotanya dengan baik, koperasi Islam perlu 

cukup fleksibel untuk menanggapi perubahan kondisi pasar. 

Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Terlatih  

Masalah dengan staf yang berkualitas, pemahaman terhadap prinsip-

prinsip syariah, dan manajemen koperasi yang efektif merupakan masalah 
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umum yang sering terjadi pada koperasi syariah. Hal ini dapat memengaruhi 

kualitas layanan dan pemasaran produk. Pemanfaatan teknologi digital untuk 

mempermudah akses informasi dan transaksi merupakan jawaban atas 

tantangan ini. Untuk memudahkan akses terhadap barang dan jasa, koperasi 

syariah dapat membangun aplikasi atau platform web. 

 
Kesimpulan 

Setelah membaca ini, Anda akan memiliki gambaran yang lebih baik 

tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan nasabah di koperasi 

syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ketika memutuskan paket 

pembiayaan. 

Sebaliknya, Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tidak 

melakukan kegiatan ini karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah 

yang melarang riba. 

Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menganut hukum 

syariah, yang melarang praktik riba. Selama mematuhi hukum Indonesia dan 

produk serta layanan koperasi mematuhi prinsip syariah, Koperasi Syariah 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat terlibat dalam berbagai kegiatan 

komersial, termasuk simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi. 

Cara anggota dan masyarakat memandang Karyawan Koperasi Syariah 

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi itulah yang dikenal sebagai reputasi 

koperasi. Karena hal ini memengaruhi kepercayaan anggota dan 

keberlangsungan operasi koperasi, reputasi menjadi hal yang krusial bagi 

Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. 

Reputasi Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar 

Bukittinggi juga dipengaruhi oleh seberapa efektif koperasi tersebut 

menegakkan misi dan prinsip-prinsipnya. Untuk mengatasi tantangan ini, 

penting untuk memberikan edukasi kepada Koperasi Syariah Karyawan RSUD 

Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tentang konsep-konsep syariah dan 

bagaimana konsep-konsep tersebut dipraktikkan. 

Untuk mengatasi hal ini, Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad 

Mochtar Bukittinggi dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses 

tentang produk dan layanan mereka dengan menyediakan informasi yang lebih 

transparan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Kurangnya tenaga 

kerja yang berkualifikasi dan memahami hukum syariah serta praktik 

manajemen koperasi merupakan masalah umum bagi koperasi syariah. 
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